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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan
dan/atau penerimaan berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan pembayaran dan penyetoran hasil
penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perlu
menetapkan jangka waktu penyetoran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jangka Waktu
Penyetoran Hasil Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor ‘7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JANGKA  WAKTU

PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.



10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

11. Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

15. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

BAB 11
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 2

(1) Hasil penerimaan pendapatan asli daerah disetor ke RKUD atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh
empat) jam.

(2) RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara :

a. disetor langsung ke RKUD oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bank lain atau tempat lain yang ditunjuk Bupati; dan/atau

c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga untuk
selanjutnya disetor ke RKUD.

Pasal 4

Dalam hal atas pertimbangan kondisi dan geografis, wajib pajak dan/atau
wajib retribusi dapat melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

(1) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, untuk wilayah Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena,
Kecamatan Angkona, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Towuti
hasil penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat
dilakukan setiap 2 (dua) hari.



(2) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas
penggunaan Mess Pemerintah Daerah yang berada di Makassar, hasil
penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat dilakukan
setiap 2 (dua) hari.

(3) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas
penggunaan Mess Pemerintah Daerah yang berada di Jakarta, hasil
penerimaan pendapatan asli daerah penyetorannya dapat dilakukan
setiap hari jumat bulan berjalan.

(4) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran Retribusi Jasa Usaha Terminal dan Pelayanan
Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, hasil penerimaan
pendapatan asli daerah khususnya yang dipungut pada hari sabtu dan
minggu, penyetorannya dapat dilakukan pada hari senin berikutnya.

(5) Atas pertimbangan kondisi dan geografis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, penyetoran hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang
dipungut pada hari sabtu dan minggu, penyetorannya dapat dilakukan
pada hari senin berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penyetoran Hasil Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bu LQaMaampatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

‘nnm OLAAN KEUANGAN DAERAH
KABU LUWU TIMUR
i Ditetapkan di Malili
TELAH DIPERIKSA pada tanggal 14 Maret 2017
| 3EKDA BUPATI LUWU TIMUR,
| ASISTEN
KABAN Y¥)
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-~ Diundangkan di Malili
pada tanggal 14 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
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BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR: 7
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN

PENDAPATAN ASLI

DAERAH DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH

Cabang Malili

NO BANK PEMERINTAH NOMOR REKENING ALAMAT
DAERAH
1. | PT. Bank Sul Selbar 093.001.0000009.8 Kec. Malili

o. | PT. Bank Sul Selbar
Kantor Kas Tomoni

093.001.0000009.8

Kec. Tomoni

Mitra Usaha Malili

3. | PT. Bank Sul Selbar 093.001.0000009.8 Kec. Nuha
Kantor Kas Soroako

4. | PT. Bank Mandiri Cabang 152.00.0563442.9 Kec. Nuha
Sorowako

5. | PT. Bank Mandiri 152.00.0563442.9 Kec. Malili

6. | PT. Bank Mandiri
Mitra Usaha Mangkutana

152.00.0563442.9

Kec. Mangkutana

7. | PT. BNI Cabang Pembantu 0087854123 Kec. Malili
Malili
8. | PT. BNI Kantor Kas Soroako 0087854123 Kec. Nuha

STEMPEL PARAF KOORDINASI
GLAAM KEUANGAN DAERAH
SYEY LUWU TIMUR
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MUWH. THORIG HUSLER




